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ABSTRAK  

 

KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN 

LIKUIDASI SUATU BANK 
 

 

IFAN FACHREZI 

502019093 

 

 

 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang 

Bank Indonesia, agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal dalam 

perekonomian nasional, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah adalah 

bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi bank dan 

bagaimanakah alternatif penyelesaian bank yang bermasalah. Tujuan penelitian ini 

untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kewenangan Bank Indonesia 

dalam melakukan likuidasi suatu bank serta  untuk mengetahui bagaimana alternatif 

penyelesaian bank yang bermasalah. Penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan. Data 

sekunder tersebut dalam bentuk  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 

kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi Bank yaitu sebagaimana 

dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

bahwa Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan agar  pemegang saham 

menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi 

batik, menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang 

macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, bank melakukan 

merger atau konsolidasi dengan bank lain, bank dijual kepada pembeli yang 

bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, bank menyerahkan pengelolaan 

seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, bank menjual sebagian atau 

seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain dan Alternatif 

penyelesaian bank yang bermasalah adalah tahap Penyehatan Bank dan tahap 

Likuidasi Bank. 

   

 

Kata kunci : Bank Indonesia, Kewenangan Bank, Likuidasi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna 

mencapai sasaran-sasarannya pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, 

kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran ini terus diupayakan 

untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki 

dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat 

penting.  

 Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai 

pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan 

untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan 

yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan di sektor 

perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada 

fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan 

merupakan baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, 

maka upaya menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian 

yang sangat penting untuk dilakukan.  

 Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, di samping 

menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan hati-hati 

(prudent). Dikatakan sebagai bisnis penuh risiko (full risk business) karena 
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aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam 

bentuk tabungan, giro, maupun deposito.  

 Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka 

karena sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun 

menjalankan bisnis perbankan tanpa didukung atau di back up dengan aturan 

perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan 

perbankan berwenang menetapkan aturan dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, 

kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan 

perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini mengingat kebijakan di bidang 

perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam 

pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara 

tabungan dan investasi, tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan 

ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.  

 Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan 

peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga 

peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan, peraturan yang 

berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (prudential regulation) sudah sangat 

memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip 

kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional 

lepas dari segala permasalahan. Buktinya sebagian besar bank nasional (khususnya 

bank swasta) merupakan bank bermasalah, yang satu per satu masuk kandang 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bahkan lebih tragis lagi      
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beberapa bank swasta nasional terpaksa dilikuidasi pada masa awal krisis ekonomi 

dan keuangan melanda Indonesia.  

 Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah 

akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi 

dan/atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, di samping faktor 

penunjang lain, yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI).  

 Dampak dari krisis perbankan dimulai tahun 1997 yang menyebabkan 16 

bank dinilai oleh otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan 

eksistensinya, sehingga dicabut izin usahanya. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebelum direvisi dengan undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998), yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan 

mencabut izin usaha bank adalah Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari 

Bank Indonesia. 

 Berdasarkan pengalaman tersebut, dan beberapa negara lain, tampaknya 

kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekaniseme pasar, 

karena kenyatannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (self 

correcting) bila terjadi sesuatu di luar dugaan.1 Oleh karena itu, dukungan kontrol 

terhadap aktivitas perbankan oleh BI dengan kewajiban melaksanan prinsip kehati-

hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan 

eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.  

                                                           
1 Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan,  

Departemen Kehakiman, 2003, hlm 24 
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 Demikianlah, kemudian bagian UMUM Penjelasan UU No. 10 Tahun 1998 

dinyatakan, agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, 

kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada 

pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia, sehingga 

Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk 

menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi 

terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku.  

 Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha, dilakukan pembubaran 

badan hukum bank tersebut melalui proses likuidasi bank. Likuidasi terhadap 16 

bank tersebut pada saat itu ternyata menimbulkan domino effect antara lain 

didahului dengan adanya rush di sektor perbankan sehingga kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan nasional menjadi terpuruk.  

 Masyud Ali menyatakan kebijakan restrukturisasi perbankan nasional yang 

dilakukan Indonesia pada masa krisis membuahkan beban biaya yang termahal dan 

terboros sepanjang sejarah perbankan dunia. Sebenarnya sejak 1994, Sjahdeini 

dalam orasi Dies Natalis tahun 1997 di Universitas Airlangga mengemukakan agar 

upaya penanganan bank bermasalah dengan cara mencabut izin dan melikuidasinya 

sebaiknya dihindarkan. Alasan yang memperkuat pendirian Sjahdeini adalah selain 

implikasi yuridis yang sangat kompleks dan proses penyelesaian yang memakan 

waktu lama, likuidasi suatu bank dapat mengguncangkan kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem perbankan dan menimbulkan keresahan sosial.2 

                                                           
2 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 132. 
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 Walaupun kekhawatiran Sjahdeini telah direduksi dengan adanya peraturan 

khusus tentang pencabutan izin, pembubaran dan likuidasi bank dan jaminan dana 

simpanan nasabah, tetapi permasalahan belum terselesaikan, karena dalam 

pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pencabutan, 

pembubaran dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, terdapat 

beberapa hal yang belum tersentuh, misalnya berkaitan dengan kepastian hukum 

keberadaan tim likuidasi yang dibatasi selama 5 tahun pada “bank” yang telah bubar 

apabila masih terdapat aset bermasalah.  

 Berdasarkan hal di atas, diperlukan suatu kajian untuk melengkapi hal-hal 

yang belum tersentuh pengaturannya terkait dengan kewenangan Bank Indonesia 

melakukan pencabutan, pembubaran dan likuidasi bank, di samping tidak menutup 

kemungkinan memunculkan alternatif lain dalam penanganan bank bermasalah, 

misalnya melalui sarana Undang-Undang Kepailitan, yakni Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang 

Kepailitan Menjadi Undang-Undang (sekarang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

Kepailitan dan PKPU). 

 Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan 

nasional, pemerintah mengeluarkan jaminan kewajiban pembayaran bank umum 

atau dikenal dengan blanket guarantee yang merupakan financial safety net dengan 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998.  



6 

 

 

 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang 

Bank Indonesia, agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal dalam 

perekonomian nasional, maka arah kebijakan di sektor perbankan bertujuan agar 

hanya bank yang sehat saja yang dapat terus eksis berusaha dalam sektor perbankan 

nasional, sedangkan bank yang mengalami “kesulitan yang membahayakan 

kelangsungan usahanya” dan tidak dapat diselamatkan lagi, dan/atau “keadaan 

suatu bank yang membahayakan sistem perbankan”, maka bank tersebut harus 

keluar dari sistem perbankan (exit policy).  

B. Rumusan Permasalahan  

 Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang sebagaimana dikemukakan 

diatas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi bank 

? 

2. Bagaimanakah alternatif penyelesaian bank yang bermasalah ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

 Ruang lingkup pembahasan (substansi) dalam skripsi ini di batasi pada kajian 

mengenai likuidasi bank menurut undang-undang perbankan, kewenangan Bank 

Indonesia dalam melakukan likuidasi bank, alternatif penyelesaian bank yang 

bermasalah serta materi lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.  

1. Tujuan Penelitian  

 a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kewenangan Bank 

Indonesia dalam melakukan likuidasi suatu bank  
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 b. Untuk mengetahui bagaimana alternatif penyelesaian bank yang 

bermasalah  

2. Manfaat Penelitian  

 a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu 

hukum terutama di bidang hukum perdata dan untuk meningkatkan 

keterampilan dalam meneliti atau menulis karya ilmiah di bidang hukum 

bisnis. 

 b. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan bagi 

mahasiswa dan para pembaca yang berminat di bidang ilmu hukum 

perdata, selain itu secara khusus penelitian ini sebagai sumbangan yang 

diberikan kepada almamater untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di 

UMP.  

D. Kerangka Konseptual  

1. Analisis yuridis adalah mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi pasal-pasal yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.  

2. Kewenangan Bank Indonesia adalah pemberian hak-hak normatif kepada 

Bank Indonesia untuk menetapkan peraturan-peraturan memberikan dan 

mencabut izin usaha bank, melaksanakan pengawasan bank serta 

mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.3  

                                                           
3 Ibid, hlm 97 
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3. Likuidasi bank adalah tidak beroperasinya suatu bank karena telah dicabutnya 

izin operasional bank dimaksud oleh Bank Indonesia.4  

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali 

dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan 

dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :  

a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang 

terkait dengan permasalahan   

 

b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta 

dokumentasi  

 

c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder 

seperti indeks, kamus, enciklopedi dan lain-lain. 

 

2. Tipe Penelitian  

 Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian 

hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai 

bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi suatu bank 

serta alternatif penyelesaian bank yang bermasalah.  

3.  Pendekatan Masalah  

 Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kewenangan 

Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi suatu bank dan alternatif penyelesaian 

bank yang bermasalah, dengan langkah-langkah pendekatan sebagai berikut :  

                                                           
4 Sultan Remy Shahdeni, Likuidasi Bank Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para 

Nasabah Penyimpan Dana, Tanpa Tahun, hlm 102 
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a. Mengidentifikasi berbagai peraturan (hukum), asas dan kaidah yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas 

b. Likuidasi bank menurut undang-undang perbankan dan peraturan-peraturan 

lain yang terkait.  

c. Kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan likuidasi suatu bank  

d. Alternatif penyelesaian bank yang bermasalah.   

4. Sumber dan Jenis Data  

 Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan 

penunjang lainnya dalam bentuk dokumen,hasil penelitian dan lain-lain. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai 

berikut :  

a. Untuk memperoleh data sekunder, di lakukan dengan mengkaji 

serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, 

menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi tertulis 

lainnya. 

b. Koding, yaitu mengelompokkan, mengklasifikasian data secara 

sistematis dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu  

c. Sistimatisasi data, yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan 

masalah agar data yang diperoleh mudah dianalisis dengan cara 
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diringkas terlebih dahulu selanjutnya digolong-golongkan kedalam 

kategori-kategori yang telah ditetapkan.  

6. Teknik Pengolahan Data  

 Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses melalui cara editing yaitu 

di periksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan 

kevaliditasannya, kemudian data-data tersebut di diskripsikan dan dilakukan 

analisis data.  

7. Teknik Analisis Data  

 Data yang telah terkumpul dianalisis content analys (analisis isi) yaitu dengan 

menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan 

sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan 

untuk mempermudah penarikan kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan  

 Rancangan penelitian  ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab 

dengan sistematika sebagai berikut :  

Bab  Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, 

perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab  Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka tentang Pengertian dan Dasar Hukum 

Likuidasi Bank, Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral Perlindungan Hukum menurut ketentuan perbankan.  
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Bab Ketiga, merupakan analisis dari Hasil Penelitian Mengenai Kewenangan 

Bank Indonesia dalam melikuidasi suatu bank dan alternatif penyelesaian 

bank yang bermasalah. 

Bab  Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 

disertai dengan lampiran-lampiran.  
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